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Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun
Dua Ribu Enam Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Mulia Banurea : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum  (KPU)
Provinsi Sumatera Utara
berkedudukan di Jalan Perintis
Kemerdekaan No. 385 Medan,
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman
ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. H. Kondar Siregar, MA : Rektor Universitas Muslim Nusantara
Al-Washliyah dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas
Muslim Nusantara berkedudukan di
Jalan Garu II No. 93 Medan,
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman
ini disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,
memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Nota
Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal
sebagai berikut:

DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Dasar Hukum Pihak Pertama

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

_ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.



2. Dasar Hukum Pihak Kedua:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

e. Sistem Pendidikan Alwasliyah;

f. Statuta Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah Tahun 2014.

PENGERTIAN
Pasal 2

(1) Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang
dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau
bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas kegiatan
pendidikan pemilih.

(2) Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang
berkaitan dengan Pemilu/pemilihan dan demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, kepada warga negara yang telah memenuhi
syarat sebagai pemilih dalam Pemilu /pemilihan atau potensial pemilih
dalam rentang waktu kemudian.

TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Tujuan dan Sasaran :
(1) Umum :
a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun
kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
b. Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi
kepemiluan dan demokrasi;

(2) Khusus
a. Mendidik masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi
dengan cara :
e Memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi kepada
kelompok masyarakat pra pemilih;



e Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi kepada
seluruh segmen pemilih;

e Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi kepada seluruh
segmen pemilih;

e Menjadi wadah komunikasi bagi komunitas peduli Pemilu dan
demokrasi (penggiat Pemilu).

RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(2)

Menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai
Soko Guru Demokrasi.

Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara sebagai laboratorium Demokrasi, sebagai tempat untuk
berdiskusi dan tempat pembelajaran tentang Pemilu/Pemilihan dan
demokrasi.

Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dengan
menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat utama kegiatan.
Menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, mahasiswa,
dan generasi muda mengingat generasi muda adalah calon pemimpin di
masa yang akan datang.

Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai wadah ataupun sarana bagi
masyarakat umum atau komunitas penggiat Pemilu/Pemilihan untuk
membangun gerakan berdemokrasi, serta melahirkan gagasan
pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi.
Menyelenggarakan, dan menyisipkan pendidikan berdemokrasi baik
dimasukkan dalam Sistem Kredit Semester (SKS) maupun diluar Sistem
Kredit Semester (SKS).

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

Pihak pertama dan pihak kedua dalam batas-batas kemampuan,
wewenang, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan
menyediakan staf, sarana prasarana dan dana untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
kedua belah pihak akan saling membantu dalam batas sumber daya



(1)

(2)

yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan
masing-masing.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini
dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan
dituangkan dalam suata Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun
tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK
dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan
sumber daya yang dimiliki PARA PTIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan
melalui musyawarah dan mufakat.

(1)

)

3)

(1)

MASA BERLAKU
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk
periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling
lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman
ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara
tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam)
bulan sebelumnya.

PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur
kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan PARA PIHAK



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
di lembaga masing-masing.

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing
dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-
masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum Rektor
tovi.:i Sumatera Utara, @g rsitas Muslim Nusantara,

N




